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PENETAPAN
Nomor : 136/Pdt.P/20 11/PA.Smd.
ezl paz I _alll pu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadil an Agama  Kelas 1A Samarinda yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan dalam  perkara
Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

Pemohon 1, wumur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Jalan XXX, Kota Samarinda ,

selanjutnya disebut "Pemohon 1";

Pemohon Il , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxx, Kota

Samarinda, selanjutnya disebut "Pemohon II1";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat
Permohonannya bertanggal 3 Mei 2011 yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor
136/Pdt.P/2011/PA.Smd., telah mengajukan  permohonan
untuk penesahan nikah dengan wuraian/alasan sebagai
berikut
1. Bahwa pemohon | dan pemohon Il telah menikah pada

tanggal 14 Juni 2009, vyang dilaksanakan di Samarinda
Utara, Kota Samarinda, dengan pelaksanaannya sebagai
berikut

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak xxx
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- Yang menjadi wali nikah adalah Bapak xxx (saudara
kandung pemohon 11, dikarenakan ayah kandung pemohon
Il sedang sakit);

- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak xx dan
Bapak xx;

- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan,xxx. XXX
berstatus duda dalam wusia 33 tahun, sedang  Xxx
berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

- Bahwa setelah akad nikah, pemohon |  mengucapkan

janji/shigat taklik talak;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon | dan pemohon Il membina
rumah tangga hidup rukun dan harmonis, dari pernikahan
tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama xxx lahir di

Samarinda tanggal 20 Maret 2010;

3. Bahwa antara pemohon | dengan pemohon 1l tidak ada
hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat
dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang- undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai saat ini pemohon | dan pemohon Il belum
pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan
yang berlaku. Setel ah pemohon  menghubungi Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota
Samarinda, ternyata pernikahan pemohon tersebut tidak
tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx,
Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Samarinda, Nomor.KKk.xxx
tanggal 02 Mei 2011;

5. Bahwa pemohon | dan pemohon Il bermaksud untuk mengurus
Akta Kelahiran anak, namun Kantor Catatan Sipil menolak

permohonan pemohon karena belum memiliki Buku Nikah, oleh
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karenanya para pemohon  mengajukan masal ah ini ke

Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas pemohon

I dan pemohon Il mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Samarinda Cq. Majelis Hakim segera yang memeriksa dan

mengadi | i perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan

sebagai berikut

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon | dan pemohon II;

- Menetapkan sahnya pernikahan pemohon |, xxx dengan pemohon
I, xxx, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009, di
xxx, Kota Samarinda ;

- Meambebankan seluruh biaya perkara ini sesuai
ketentuan yang berlaku

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain  mohon

putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan,
dan kedua Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya

sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, pemohon
| dan pemohon Il memberikan jawaban sebagai berikut
- Bahwa  pemohon I dan I tetap pertahankan
Permohonan sebagaimana tersebut ;
- Bahwa pemohon | dan |l mengajukan permohonan
perkara ini untuk  kepentingan mengurus Akta
Kelahiran anak;

- Bahwa wali pada pernikahan tersebut adalah
saudara kandung pemohon 11, karena ayah pemohon 11
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dalam keadaan saksit, sehingga mewakilkan kepada
saudara kandung pemohon II;

- Bahwa pemohon | dan pemohon Il telah menikah pada
tanggal 14 Juni 2009, vyang dilaksanakan di Samarinda
Utara, Kota Samarinda secara dibawah tangan karena akta

cerai pemohon belum keluar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan bukti-
bukti tertulis berupa potokopi Akta Cerai dari Pengadilan
Agama Samarinda Nomor : xxx, tanggal 19 Juli 2010, P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis
tersebut, kedua pemohon juga mengajukan seorang saksi
bernama xxx yang telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon | dan pemohon Il
bernama xxx karena pemohon |l adalah kakak kandung
saksi;

- Bahwa kedua pemohon menikah pada tanggal 14 Juni 2009,
pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah
saksi sendiri  sebagai adik kandung dari pemohon II,

karena Bapak kami sedang sakit dan tidak bisa menghadiri

pernikahan tersebut, oleh beliau di wakilkan kepada
saksi;

- Bahwa pada saat ini Pemohon | berstatus perawan dalam
usia 20 tahun dan Pemohon Il berstatus duda dalam wusia
33 tahun;

- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang
menggangu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa kedua pemohon tidak pernah bercerai, dan keduanya

tetap beragama Islam;
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Menimbang, bahwa selanjutnya  untuk mempersingkat
uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana
tercantum dalam berita acara persidangan perkara

ini;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan

Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua pemohon memohon kepada
Majelis untuk ditetapkan keabsahan pernikahan keduanya
yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009, yang

dilaksanakan di xxx, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya
kedua pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis

berupa P dan seorang saksi bernama xxx

Menimbang, bahwa  bukti P. merupakan bukti
autentik yang memuat keterangan tentang telah
terjadinya perceraian antara Pemohon dengan istri
pertamanya xxx pada tanggal 19 Juli 2010 sehingga
harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon
berstatus duda sejak 19 Juli 2010;

Menimbang, bahwa jika  dihubungkan pernikahan
kedua pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 14
Juni 2009 dengan alat bukti P, berarti Kketika pernikahan

tersebut dilaksanakan pemohon | masih berstatus seorang
laki- laki yang telah Dberistri, pemohon | telah melakukan
poligami;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi xxx  dapat
diterima kedua pemohon telah melaksanakan pernikahan telah

sesuai dengan ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti P.
dengan keterangan saksi, maka pernikahan kedua pemohon
benar telah sesuai dengan Hukum Islam, tetapi cacat formil,
pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan UU No. 1 Th.
1974 Pasal 4 dan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim
setelah bermusyawarah dan sepakat menyatakan

permohonan kedua pemohon harus ditolak; ;

Menimbang, bahwa untuk mensyahkan hubungan
pemohon | dengan pemohon Il berdasarkan kepada Hukum
Islam serta untuk Kkepastian hukum, maka pemohon | dan
pemohon 1l harus menikah ulang di Kantor Urusan Agama

Kecamatan pemohon | dan pemohon Il bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa  Permohonan termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1)
Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang- undang No.50 tahun 2009 ,biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segal a ketentuan perundang- undangan
yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan

dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menolak permohonan pemohon;
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2. Meambebankan kepada pemohon untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 291.000,- ( dua ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 7
Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab
1432 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang
terdiri dari Drs. Syakhrani sebagai Ketua Majelis
dan Drs. Muh. Rifai, MH., dan Drs. Tatang Sutardi,
M.HI., sebagai hakim- hakim Anggota, serta diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim
Anggota, dengan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti Pengadil an Agama tersebut dan

dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Ketua Majelis,
Hakim- Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani
Drs. Muh. Rifai, M H.

Drs. Tatang Sutardi , M HI.

Panitera Pengganti,
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Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK Perkara . Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp.200.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000, -

Materai - Rp. 6.000, -
Jumlah . Rp. 291.000,-

o A~ PN
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